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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya Petunjuk Teknis
Perjalanan DlInas Politeknik Negeri Malang dapat diwujudkan dengan baik. Politeknik Negeri
Malang sebagai satuan kerja (satker) di bawah Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan
TInggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata kelola kelembagaan yang baik, efektif,

dan efisien termasuk dalam setiap aktifitas kerja perkantoran.

Aktifitas kerja perkantoran yang efektif dan efisien ditandai dengan pola kerja yang
sederhana, runtut, memudahkan pelaksana dalam menjalankan kegiatan serta memerlukan
waktu yang singkat dengan hasil kerja yang maksimal. Inilah yang melatarbelakangi perlu

disusunnya Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas.

Di ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses

penyusunan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas :

1. Bapak Awan Setiawan, Direktur Politeknik Negeri Malang
Bapak Halid Hasan, Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Malang
Kepala BAUK beserta staff
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Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Politeknik Negeri Malang

Di harapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas ini, dapat membantu
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berkaitan dengan layanan keuangan Politeknik Negeri Malang, serta menjadikan Politeknik
Negeri Malang sebagai institusi yang menjalankan prinsip — prinsip administrasi perkantoran

untuk mendukung tercapainya kinerja institusi yang optimal.
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KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR : 1280 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TETAP NON PNS, PEGAWAI KONTRAK DAN MAHASISWA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

: a. bahwa dengan adanya perubahan Standar Biaya Masukan setiap tahun
anggaran;

b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan
dalam negeri perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Direktur Politeknik Negeri tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai
Kontrak dan Mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia ~ Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
147/0/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun
2017-2021.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
TENTANG  PERJALANAN  DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TETAP NON PNS, PEGAWAI



KONTRAK DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
NEGERI MALANG.

PERTAMA : Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap
Non PNS, Pegawai Kontrak dan Mahasiswa sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini berdasarkan pada penjelasan per bab dan
pasal.

KEDUA : Ketetapan ini mengatur perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan
oleh:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Tetap Non PNS
3. Pegawai Kontrak
4. Mahasiswa

KETIGA : Standar biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri
scbagaimana tertampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan
oleh pelaksana kegiatan dan digunakan sebagai pedoman kerja bagi
pihak-pihak yang disebutkan dalam pertanggungjawaban perjalanan
dinas dalam negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Tembusan : / .
Para Pembantu Direktur ;

Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
. Para Kepala Bagian;

. Para Kepala Sub Bagian;

Para Kepala UPT dan Unit Lainnya;
Bendahara BLU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pimpinan BLU
(Direktur) yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (Menteri) untuk
menggunakan anggaran satuan kerja Politeknik Negeri Malang.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang
diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Tugas Perjalanan Dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan
Polinema yang menerangkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap
Non PNS/Pegawai Kontrak/Mahasiswa diberikan tugas untuk melaksanakan
perjalanan dinas ke suatu wilayah dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan
biaya yang ditanggung oleh institusi.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK dalam rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Tetap Non PNS/Pegawai Kontrak/Mahasiswa.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik
perorangan maupun secara bersama yang dilakukan diwilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan Negara atas perintah Pimpinan BLU.

Lumsump adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated
amount) dan dibayarkan sekaligus kepada pelaksana perjadin.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai
kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di indonesia di bawah
propinsi.

Yang disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Non
PNS dan Pegawai Kontrak

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Malang adalah pegawai
dengan syarat tertentu diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan di lingkungan Politeknik Negeri Malang dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Tetap Non PNS atau Pegawai Tetap BLU adalah Pegawai yang diangkat
melalui keputusan Direktur berdasarkan kebutuhan satuan kerja dengan mengacu
kepada peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Malang dan
menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dari Dana BLU.
Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat melalui Surat Keputusan Direktur
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat profesional,
teknis, dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
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16. Mahasiswa adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan di
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Malang

17. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks
yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran LS.

PASAL 2

Pegawai dan/atau Mahasiswa yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat
persetujuan dari atasan dan perintah dari pejabat yang berwenang menerbitkan surat
tugas perjalanan dinas.

PASAL 3

1. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas meliputi : Direktur, Pembantu

Direktur dan Kepala Bagian serta pejabat lainnya yang diberi kewenangan.

2. Kewenangan Penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada Pejabat yang
ditunjuk.
3. Surat Tugas mengacu pada :

a. Dalam hal Direktur yang melaksanakan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas
diterbitkan oleh Direktur sendiri

b. Dalam hal Pembantu Direktur I/II/IIl dan IV melaksanakan Perjalanan Dinas,
maka Surat Tugas diterbitkan oleh Direktur

c. Masing-masing pembantu Direktur memberikan perintah dan menerbitkan Surat
Tugas Dinas pada Pelaksana perjalanan Dinas sehubungan dengan wilayah
jabatannya.

d. Kepala Bagian dapat memberikan Perintah dan Menerbitkan Surat Tugas
Perjalanan Dinas sehubungan dengan Wilayah Jabatannya atau diluar Wilayah
Jabatanya harus seijin atasannya.

4. Surat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemberi Tugas

b. Pelaksana Tugas

c. Waktu Pelaksanaan Tugas, dan

d. Tempat Pelaksanaan Tugas.
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BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

PASAL 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu untuk kepentingan prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Malang.

2. Ketersediaan Pagu Anggaran dan Kesesuaian dengan Pencapaian Kinerja Satuan
Kerja BLU Politeknik Negeri Malang

3. Efisiensi Penggunaan Belanja Perjalanan Dinas

4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan
Biaya Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

PASAL 5

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka:

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;

Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

Mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

SNk =

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

PASAL 6

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5, terdiri
dari:
a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.

Biaya transport dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan meliputi :

1) Tiket transportasi pulang-pergi sesuai tujuan perjalanan dinas, baik berupa
transportasi darat, air dan udara yang mengacu pada Biaya Riil atau
Standar Biaya Masukan yang berlaku.

2) Tiket travel atau taksi dari kota asal ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan
pulang-pergi yang mengacu pada Biaya Riil atau Standar Biaya Masukan
yang berlaku..

3) Satuan biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota
dalam Provinsi yang sama dan merupakan tarif satu kali perjalanan dari
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tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

4) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan tarif satu
kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara /pelabuhan
/terminal /stasiun keberangkatan atau dari bandara /pelabuhan /terminal
/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

b. Biaya penginapan

1) Merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat
menginap lainnya.

2) Satuan biaya penginapan mengacu pada SBM yang berlaku dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan anggaran Satuan Kerja
dan/atau kemampuan Unit kerja.

3) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat berupa:

a. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas melakukan Pemesanan Penginapan
melalui Agen/Online, maka biaya penginapan dapat langsung diberikan
secara lumpsum dengan menunjukkan bukti pemesanan (Invoice)

b. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas tidak melakukan pemesanan
penginapan melalui agen/online dan belum dapat memutuskan lokasi
penginapan, maka dapat diberikan uang muka penginapan sebesar 50%
per hari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya.

2. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan
menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Tingkat A untuk Pejabat Eselon I serta pejabat lainnya yang setara;

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II serta pejabat lainnya yang setara;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS
golongan III, II, I dan Penyetaraan Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Kontrak
serta Mahasiswa.

3. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dengan pengaturan sbb :

a. Uang harian sebagaimana tercantum pada SBM yang berlaku;

b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada SBM yang berlaku;

c. Fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada SBM yang
berlaku;

4. Biaya perjalanan dinas yang tidak diatur khusus dalam peraturan ini, mengacu
pada Standar Biaya Masukan yang berlaku.

5. Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Kontrak dan
Mahasiswa ditentukan secara khusus oleh KPA yang terdiri dari penyetaraan
satuan biaya uang harian dan satuan biaya penginapan sebagai berikut:

a. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi pegawai tetap Non PNS adalah 90%
dari SBM uang harian PNS.

b. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi pegawai kontrak adalah 80% dari
SBM uang harian PNS
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c. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi pengemudi adalah 70% dari SBM
uang harian PNS

d. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi mahasiswa adalah 50% dari SBM
uang harian PNS.

e. Penyetaraan satuan biaya penginapan bagi pegawai tetap non PNS adalah 90%
dari SBM penginapan PNS Golongan III/TI/1

f. Penyetaraan satuan biaya penginapan bagi pegawai kontrak adalah 80% dari
SBM penginapan PNS Golongan III/II/1

g. Penyetaraan satuan biaya penginapan bagi pengemudi adalah 70% dari SBM
penginapan PNS Golongan III/II/1

h. Penyetaraan satuan biaya penginapan bagi mahasiswa adalah 50% dari SBM
penginapan PNS Golongan III/II/1

PASAL 7

1. Apabila pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendapat fasilitas dari
penyelenggara kegiatan berupa fasilitas transportasi, akomodasi, konsumsi;
maka institusi hanya memberikan uang harian sebagai bantuan yang jumlah
harinya maksimal 2 hari dengan memperhatikan undangan dan surat tugas,

2. Apabila pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendapat fasilitas dari
penyelenggara kegiatan berupa fasilitas fullboard (akomodasi dan konsumsi);
maka institusi memberikan uang harian sebagai bantuan yang jumlah harinya
maksimal 2 hari dan uang harian fullboard sesuai jumlah hari yang tidak
terhitung dalam pemberian uang harian, transportasi lokal dan transportasi
pulang-pergi dengan memperhatikan undangan dan surat tugas.

3. Apabila pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mendapat fasilitas
transportasi, akomodasi, konsumsi dari penyelenggara kegiatan; maka institusi
hanya memberikan uang harian sebagai bantuan yang jumlah harinya maksimal
3 hari dengan memperhatikan undangan dan surat tugas

PASAL 8

1. Pegawai yang mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan rapat kerja/pertemuan
yang diselenggarakan diluar kota selama sehari penuh dan menginap serta
mendapat fasilitas transportasi, akomodasi, konsumsi, maka pegawai tersebut
mendapat Uang Saku Paket Fullboard diluar kota.

2. pegawai yang mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan rapat kerja/pertemuan
yang diselenggarakan didalam kota selama sehari penuh dan menginap serta
mendapat fasilitas transport, akomodasi, konsumsi, maka pegawai tersebut
mendapat Uang Saku Paket Fullboard didalam kota.

3. Pegawai yang mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan rapat kerja/pertemuan
yang diselenggarakan diluar/didalam kota selama minimal 8 jam dan tidak
menginap serta mendapat fasilitas transportasi dan konsumsi, maka pegawai
tersebut mendapat Uang Saku Paket Fullday diluar/didalam kota.

4. Pegawai yang mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan rapat kerja/pertemuan
yang diselenggarakan diluar/ didalam kota selama minimal 5 jam dan tidak
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menginap serta mendapat fasilitas transportasi dan konsumsi, maka pegawai
tersebut mendapat Uang Saku Paket Halfday diluar/didalam kota.

5. Tarif Uang Saku Paket Fullboard, Fullday dan Halfday mengacu pada SBM
yang berlaku dengan jumlah hari sesuai yang ditetapkan dalam surat
penugasan.

PASAL 9

Pegawai yang menempuh ujian dinas/ujian jabatan diluar kota satker berada
diberikan uang harian maksimal 2 (dua) hari, sedangkan apabila pelaksanaan ujian
dinas berada di dalam kota satker berada diberikan bantuan transport selama kegiatan
berlangsung

PASAL 10

Pegawai yang melaksanakan Tugas perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan Bantuan

Transport sebesar seratus sepuluh ribu rupiah dengan mengacu kepada:

1. Bantuan transport diberikan kepada pelaksana tugas dalam kota sesuai dengan
jumlah hari penugasan apabila kegiatannya kurang dari 8 jam per harinya namun
tidak berhak atas Uang Harian Fulboard dan/atau Uang Harian Dalam Kota

2. Bantuan transport akan diberikan kepada pelaksana tugas dalam kota maksimal 2
hari untuk kegiatan lebih dari 8 jam yang bersifat Rapat kerja diluar kantor Namun
berhak mendapat Uang Harian Fulboard dan/atau Uang Harian Dalam Kota

PASAL 11

1. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan pra jabatan/jabatan, diberikan uang harian diklat maksimal 10 hari.

2. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, diberikan uang harian diklat
maksimal 7 hari.

3. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam hal rapat/pertemuan dimulai
sebelum jam 09.00 waktu setempat atau selesai setelah jam 22.00 waktu setempat,
diberikan tambahan uang harian sebanyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari
sesudah.

PASAL 12
Pegawai yang melaksanakan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan dalam batas wilayah suatu
kota/kabupaten, dapat memperoleh uang harian dalam kota apabila durasi
pelaksanaan tugas/pekerjaan lebih dari 8 (delapan) jam.

PASAL 13

1. Pegawai yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh satuan kerja lain, dimana seluruh
biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka Pelaksana
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Tugas Dinas tidak memperoleh Uang Harian/Biaya Penginapan/Biaya Transport
dari Polinema

2. Pegawai yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh Satuan Kerja lain. Namun biaya
biaya transport dan penginapan tidak ditanggung oleh Pihak penyelenggara yang
dibuktikan dari surat permintaan narasumber dari pihak penyelenggara, maka
Pelaksana Tugas Perjalanan dinas diberikan Uang Harian maksimal 2 Hari

PASAL 14

Dalam hal Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pengiriman berkas dan/atau

konsultasi maka diberikan uang harian sebanyak 2 hari apabila memenuhi ketentuan:

1. Jumlah Tujuan Lokasi paling sedikit ada 2 Tujuan

2. Waktu kepulangan diatas jam 12.00

3. Uang Harian diberikan sebanyak 1 hari dulu pada waktu sebelum berangkat,
sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah selesai perjalanan dinas dengan
mempertimbangkan Visum dan Tiket kepulangan.

PASAL 15

Pegawai tidak boleh menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas
yang dilakukan dalam waktu yang sama.

PASAL 16

1. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja Politeknik Negeri
Malang.

2. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas diharapkan
memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan
dinas dalam anggaran satuan kerja Politeknik Negeri Malang.

PASAL 17

Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, maka biaya perjalanan dinas
dimaksud dapat dibayarkan paling lambat 2 hari setelah perjalanan dinas selesai
dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

PASAL 18

1. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang telah
ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan
tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan
disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan.

2. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali
kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada
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Bendahara Pengeluaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

3. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD sebagaimana pada ayat (1) diatas, maka yang bersangkutan
dapat mengajukan kekurangan uang harian kepada Bendahara Pengeluaran setelah
perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

PASAL 19

1. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP) dan/atau pembayaran langsung (LS).

2. Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP yaitu dapat
dilaksanakan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh
Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PPK.

3. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung (LS) melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara
Pengeluaran atau pelaksana perjalanan dinas.

4. Maksimal 2 hari kerja dari pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan
dinas melaporkan laporan perjalanan dinas kepada pimpinan dan menyerahkan
kelengkapan administratif perjalanan dinas kepada Bendahara sesuai ketentuan

yang berlaku.
BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
PASAL 20

1. Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VII
Keputusan ini.

2. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan
golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan
serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

PASAL 21

1. Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya
perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Keputusan ini.

2. Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada pasal 6 ayat (2).
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PASAL 22

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban berupa :

l.
2.

3.

e

Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;

SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksana
perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
Tiket Pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran;
Daftar nominatif pelaksana perjalanan dinas apabila menggunakan metode
pertanggungjawaban langsung.

PASAL 23

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh
pertanggungjawaban, biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran
Riil sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 5.

PASAL 24

Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan
Keputusan ini di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk
hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya
perjalanan.

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan laporan hasil
perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan penugasan serta
mempertanggungjawabkan pengeluaran perjalanan dinas kepada bendahara
pengeluaran paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Pegawai melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas
kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian
yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
Terhadap kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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BAB VI
LAIN-LAIN

PASAL 25
Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam
Negeri yang dibiayai dari DIPA Politeknik Negeri Malang.

PASAL 26
Pada saat keputusan ini berlaku, maka SK Direktur Tahun 2013 Nomor 08 Tentang

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pegawai dinyatakan tidak
berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 November 2019
R E By Sctiawan
NIP 19590910 198603 1 002
Tembusan : / ,
1. Para Pembantu Direktur ;
2. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
3. Para Kepala Bagian,
4. Para Kepala Sub Bagian;
5. Para Kepala UPT,;
6. Bendahara Pengeluaran.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No.9 Malang 65141
Telp (0341) 404424 — 404425 Fax (0341) 404420
Laman://www.polinema.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR : 1308 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK DAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Standar Biaya Masukan setiap tahun
anggaran;

b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas luar negeri
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas luar negeri
dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara lebih efektif,
efisien, clan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good
governance pengelolaan Keuangan Negara, perlu menyempurnakan
pengaturan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan
menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri tentang Perjalanan
Dinas Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kontrak dan Mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri
Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan  Menteri Keuangan Republik  Indonesia =~ Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Luar Negeri;
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Menatapkan
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6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
147/0/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2017-
2021.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK DAN
MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat
yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan
Politeknik Negeri Malang.

2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Mahasiswa dan Pihak Lain.

4. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan

Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/ atau masuk

wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah

Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

Uang Harian adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang
sah.

7. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

N



8. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota satuan kerja berada.

10. Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana
dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen
Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia

11. Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan
Perjalanan Dinas di luar negeri.

12. Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri
tempat kedatangan dari luar negeri.

13.Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

14.Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Kontrak/Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat
teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

15.Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai murid/siswa dan
menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

16.Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/Lembaga.

17.Surat Tugas adalah surat penugasan Perjalanan Dinas yang diterbitkan
oleh pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD di lingkup
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja berkenaan atau oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk yang
pejabat/pegawainya diikutsertakan.

18.Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat
Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

19. Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang
diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik
Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh
Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB 11
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

PASAL 2

1. Peraturan Direktur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas luar negeri bagi Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak dan Mahasiswa serta Pihak
Lain yang dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Malang.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas dari Tempat
Bertolak Di Dalam Negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan Di Luar
Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri, dalam
rangka :
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a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya,
studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan; magang, kursus singkat (short
course), penelitian, atau kegiatan sejenis.
d. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi
e. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh
pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan post
doctoral;
f. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi - dan
prioritas yang. berkaitan dengan penyelenggaraan operasional
perguruan tinggi,
Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Politeknik Negeri Malang;
Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan
Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas
khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas.

a.

PASAL 3

1. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak dan
Mahasiswa yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat
persetujuan/perintah dari atasannya atau pejabat yang berwenang
menerbitkan surat tugas perjalanan dinas.

2. Surat Tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan hal-hal
sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

C. uraian tugas;

d. sumber pembiayaan;

e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

moge e

pergi-pulang;

waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;

tempat pelaksanaan tugas;

target kinerja atau basil yang akan dicapai; dan

kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada pejabat penerbit Surat Tugas

3.Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:
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a.

b.

C.

waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi;

waktu transit; dan/ atau

waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke
Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam
Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau
Tempat Kedudukan Di Luar Negeri



4.Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dihitung sebagai waktu perjalanan apabila diperlukan transit.

5.Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
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pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam
dihitung 1 (satu) hari;
b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat
puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72
(tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.
Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesum format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB III
IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

PASAL 4

. Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

pelaksana perjalanan dinas mengajukan permohonan izin berupa Surat
Persetujuan kepada pejabat yang ditunjuk .

. Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin perjalanan dinas luar negeri

adalah :
a. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi apabila pelaksana
PDLN adalah pejabat eselon 1, 2 dan Pemimpin Perguruan Tinggi
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi apabila pelaksana PDLN adalah pejabat eselon 3 dan 4
c. Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti apabila
pelaksana PDLN adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
d. Sekretaris Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Tata cara pengajuan permohonan izin berupa Surat Persetujuan untuk
perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur
mengenai administrasi perjalanan dinas luar negeri.

PASAL 5

. Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Persetujuan, Menteri/Pimpinan

Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan paspor
dan/ atau Exit Permit atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri kepada Menteri
Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

. Tata cara pengajuan permohonan paspor dan Exit Permit atau Izin

Berangkat Ke Luar Negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dan
penerbitan izin berangkat ke luar negeri.



3. Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri disampaikan maksimal 3
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(tiga) minggu sebelum tanggal keberangkatan melalui Kantor Urusan
Internasional (KUI) Politeknik Negeri Malang

PASAL 6

. Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan, paspor,

dan Exit Permit, PPK Politeknik Negeri Malang
menerbitkan SPD.

. Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

penerbitan SPD oleh PPK dilakukan berdasarkan
Surat Tugas, Surat Persetujuan, dan paspor.

. SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan

Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

PASAL 7

. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut:.:

a. Biaya transportasi;

b. Uang harian;

c. Uang representasi,

d. Biaya asuransi perjalanan

2. Biaya transportasi sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas :

a. Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri
termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/
pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/ stasiun/bandar
udara/pelabuhan.

b. airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar
udara/pelabuhan keberangkatan clan kepulangan;

c. biaya aplikasi visa; dan

d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas
sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

3. Biaya penginapan

1) Merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di
tempat menginap lainnya.

2) Satuan biaya penginapan mengacu pada SBM yang berlaku dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan anggaran
Satuan Kerja/Unit Kerja.
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. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b terdiri atas:

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uang transportasi lokal.

. Pengeluaran untuk uang harian dikecualikan clari ketentuan

sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dan diberikan secara
Lumpsum.

. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk

waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) paling
tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan

dinas dalam negeri.

. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif

uang harian dalam hal:

a. diperlukan penginapan pada waktu transit yang
tidak ditanggung oleh penyedia Moda
Transportasi; dan/atau

b. diperlukan penginapan setibanya di Tempat

Tujuan di Luar Negeri.

PASAL 8

. Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digolongkan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Tingkat A untuk Pejabat Eselon I serta pejabat lainnya yang setara;

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, pejabat lainnya yang setara serta
PNS Golongan IV/c ke atas;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan IV/PNS golongan IIl/c
sampai dengan I[V/b;

d. Tingkat D untuk PNS dan pegawai tidak tetap serta mahasiswa
selain yang termasuk dalam kategori Tingkat B dan C

2. Biaya perjalanan dinas yang tidak diatur khusus dalam peraturan ini,

mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku.

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap dan

Mahasiswa ditentukan secara khusus oleh KPA yang terdiri dari
penyetaraan satuan biaya uang harian penginapan sebagai berikut:
a. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi pegawai tidak tetap
adalah 80% dari SBM uang harian PNS Tingkat D.
b. Penyetaraan satuan biaya uang harian bagi mahasiswa adalah 60%
dari SBM uang harian PNS Tingkat D.
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PASAL 9

BIAYA ASURANSI PERJALANAN

1. Biaya asuransi perjalanan terdiri atas:
a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi

perjalanan selama dalam moda transportasi yang termasuk dalam
harga tiket moda transportasi yang digunakan;

biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama
melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan

biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi
perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan
selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri.

2. Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan
dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu
kesatuan dalam harga tiket Moda Transportasi.

3. Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan
dengan ketentuan:

a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya

yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana
tercantum dalam SPD; dan

Klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan Perjalanan
Dinas.

4. Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:

a.

1.

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dan

belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf a dan b.

PASAL 10

Biaya Perjalanan Dinas  Luar Negeri  dibayarkan
sebelum Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak
dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Luar Negeri
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
biaya  Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayarkan setelah

Perjalanan Dinas Jabatan selesai dilaksanakan
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Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri berkewajiban untuk
segera melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada
pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas
ke bagian keuangan untuk proses penyelesaian administrasi dan
pertanggungjawaban maksimal 3 hari kerja setelah melaksanakan

perjalanan dinas

PASAL 11

Pelaksanaan  Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai

dengan jumlah hari yang tercantum dalam SPD.

Jumlah hari yang tercantum dalam SPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan:

a. waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (5);dan

b. lamanya waktu pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal jumlah hari Peralanan Dinas Luar Negeri

kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam  SPD,

Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang

harian yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui

PPK

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan

melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat

diberikan tambahan uang harian.

Tambahan wuang harian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat:

a. hambatan transportasi;

b. kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/
gagalnya kepulangan dari tempat tujuan Peralanan
Dinas Luar Negeri; atau

c. keadaan kahar yang terjadi di luar negeri .
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10.

11.

Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan
transportasi sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (5) huruf
dapat diberikandengan ketentuan:

a. dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dalam hal biaya
penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia
Moda Transportasi; atau

b. dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya
penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia
Moda Transportasi.

Tambahan wuang hariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dan huruf c¢ dibayarkan 100%

(seratus persen).

Pemberian tambahan uang harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didukung dengan surat
keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti

pendukung lainnya.

Surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti
pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), dapat disampaikan setelah Pelaksana SPD selesai
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Dapat disampaikan setelah  Pelaksana SPD  selesai
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Atas  dasar surat  keterangan dari Perwakilan/
maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), PPK melakukan perubahan
jumlah hari dalam SPD.
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BABV
PELAKSANAAN DANPROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

PASAL 12

1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam
DIPA satuan kerja berkenaan.

2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada
Pelaksana SP D paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum
Perjalanan Dinas dilaksanakan.

3. Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya Perjalanan
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5

(lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan dalam

Peraturan = Menteri Keuangan mengenai pedoman
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun
anggaran.

PASAL 13

1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS.

2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme
Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan:

a. kepada Pelaksana SPD; atau
b. melalui Bendahara Pengeluaran.

3. Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas tidak dapat
dilakukan melalui mekanisme Perrtbayaran LS, pembayaran
biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme

Uang Persediaan (UP).

PASAL 14

1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme
Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) dilakukan dengan memberikan uang muka

kepada Pelaksana SPD.
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2. Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang
muka daii PPK, dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:

a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;

b. Surat Persetujuan;

c. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi FExit
Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri;

d. Fotokopi SPD;

¢. Kuitansitanda terima uang muka; dan

f. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

3. Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilampirkan kecuali fotokopi Exit Permit Atau
Izin
Berangkat Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c

PASAL 15

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) oleh Pejabat Penanda Tangan SPM,
serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

PASAL 16

1. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas

Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan

kerja berkenaan.



2. Dalam rangka pembebana biaya pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaksana SPD menyampaikan
dokumen kepada PPK sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang
dibuat  sesua:i  format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

b. Dalam hal perjalana dinas luar negeri atas dasar
undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan pembatalan
tugas perjalanan dinas luar negeri dilampiri dengan
surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan
dari pihak pengundang;

c. Surat Pernyataan =~ Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh PPK,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur ini; dan

d. Pernyataan/tanda  bukti besaran biaya transportasi
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa
transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh
PPK.

3. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA Satuan

Kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau  biaya

penginapan;, atau.

b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau

biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/
refund.

PASAL 17
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS
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1. Pelaksana SPD menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan
Perjalarian Dinas, berupa:
a. laporanpelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

2. Laporan  pelaksanaah Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufa melipuh:
a. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan Dinas

Jabatanyang  dilakukan untuk keperluan secbagai
berikut:

1) pelaksanaan tugas clan fungsi yang melekat pada
jabatan,;

2) mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

3) melaksanakan pengumandahan (detasering);,

4) mengikuti konferensi/sidang internasional,
seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-
kegiatan yang sejenis;

5) mengikuti clan/atau melaksanakan pameran dan
promosi ; dan/atau

6) mengikuti training, pendidikan dan
pelatihan, kursus  singkat (short course),
penelitian, atau kegiatan sejenis.

b. Jjazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas
belajar untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
untuk keperluan mengikuti tugas belajar di luar negeri
dalam rangka menempuh pendidikan formal setirigkat

Strata 1, Strata?2, Strata 3, dan post doctoral,

3. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perjalanan Dinas

Jabatan dengan melampirkan dokumenberupa:

a. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang
di Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan

Di Dalam Negeri;
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. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai

jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan

Perjalanan Dinas Jabatan;

bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi,

terdiri atas :

1) bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti
pembayaran Moda Transportasi lainnya; dan

2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa,

dan retribusi;

. kuitansi/bukti pengeluaran. yang sah untuk biaya

penginapan;

Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh
Pelaksana SPD dan PPK dalam  hal bukti
pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;

kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang

representasi

kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

asuransi perjalanan

4. Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan dokumen

pertanggungjawaban sebagai berikut:

a.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan

Dinas Jabatan dilaksanakan; dan

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
PPK paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah

Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan.
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PASAL 18

. PPK  melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti

pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.

. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian clan kewajaran

atas  biaya-biaya yang tercantuni dalam bukti-bukti
pengeluaran dan Daflar Pengeluaran Riil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) hurufe.

. PPK mengesahkan seluruh bukti pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

. Bukti pengeluaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sebagai :

a. pertanggungjawaban UP/Tambahan Uang Persecliaan
(TUP) bagi Bendahara Pengeluaran; dan/atau

b. pertanggungjawaban Surat Permintaan Pembayaran

(SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran LS.

PASAL 19

1. Pelaksana SPD menyetorkan kelebihan pembayaran biaya

Perjalanan Dinas Jabatan clalam hal biaya Perjalanan Dinas
Jabatan yang cliterima melebihi biaya Perjalanan Dinas

Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan.

. Penyetoran kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang
dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, disetorkan

ke Kas Negara melalui PPK; atau
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b. Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang
dilakukan melalui mekanisme  UP, disetorkan ke

Bendahara Pengeluaran.

. Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksucl

pacla ayat (2) hurufa dilakukan dengan menggunakan:

a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun
anggaran berjalan atau

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun

anggaran sebelumnya

. Pelaksana SPD dapat mengajukan permintaan pembayaran

kekurangan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, dalam
hal biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterima
kurang dari biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang

seharusnya dipertanggungjawabkan.

. Permintaan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas

Luar Negeri sebagaimana climaksucl pacla ayat (4)
clilakukan clengan mengajukan permintaan persetujuan
pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepacla

PPK.

. Pembayaran atas permintaan kekurangan biaya Perjalanan Dinas Luar

Negeri dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau pembayaran LS.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL

PASAL 20

. Direktur/Kuasa  Pengguna  Anggaran menyelenggarakan

pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PASAL 21



1. Pihak-pihak yang secara langsung dan/atau tidak langsung
mengakibatkan kerugian negara  dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, bertanggung jawab
sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

2. Penyelesaian atas kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 22

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Surat
Tugas, Surat Persetujuan, Paspor, dan Exit Permit atau Izin
Berangkat Ke Luar Negeri serta penerbitan SPD untuk Perjalanan
Dinas Luar Negeri yang dibiayai sebagian/seluruhnya oleh
penyelenggara kegiatan/pengundang berpedoman pada Peraturan

Direktur ini.

PASAL 23

Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini berlaku untuk perjalanan dinas
jabatan dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Politeknik Negeri Malang.

PASAL 24

Pada saat keputusan ini berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang
menyangkut perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Politeknik Negeri
Malang dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
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UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Dalam Kota Lebih

No Provinsi Satuan| Luar Kota . Diklat
Dari 8 Jam

1 |Aceh OH | Rp 360.000 | Rp 140.000 | Rp 110.000
2 |Sumatra Utara OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
3 [Riau OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
4 |Kepulauan Riau OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
5 |Jambi OH | Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
6 |Sumatra Barat OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
7 |Sumatra Selatan OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
8 |Lampung OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
9 |Bengkulu OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
10 [Bangka Belitung OH | Rp 410.000 [ Rp 160.000 | Rp 120.000
11 |Banten OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
12 |Jawa Barat OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
13 |[DKI Jakarta OH | Rp 530.000 | Rp 210.000 | Rp 160.000
14 |Jawa Tengah OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
15 |DI Yogyakarta OH [ Rp 420.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
16 |Jawa Timur OH | Rp 410.000 | Rp 160.000 | Rp 120.000
17 [Bali OH | Rp 480.000 | Rp 190.000 | Rp 140.000
18 |Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 440.000 | Rp 180.000 | Rp 130.000
19 |Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
20 |Kalimantan Barat OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
21 |Kalimantan Tengah OH [ Rp 360.000 | Rp 140.000 | Rp 110.000
22 |Kalimantan Selatan OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
23 |Kalimantan Timur OH [ Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
24 |Kalimantan Utara OH [ Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
25 |Sulawesi Utara OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
26 |Gorontalo OH [ Rp 370.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
27 |Sulawesi Barat OH [ Rp 410.000 | Rp 160.000 | Rp 120.000
28 |Sulawesi Selatan OH [ Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
29 |Sulawesi Tengah OH | Rp 370.000 [ Rp 150.000 | Rp 110.000
30 |Sulawesi Tenggara OH [ Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
31 [Maluku OH | Rp 380.000 | Rp 150.000 | Rp 110.000
32 |Maluku Utara OH | Rp 430.000 | Rp 170.000 | Rp 130.000
33 [Papua OH [ Rp 580.000 | Rp 230.000 | Rp 170.000
34 |Papua Barat OH | Rp 480.000 [ Rp 190.000 | Rp 140.000




UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI PEGAWAI KONTRAK

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Dalam Kota
No Provinsi Satuan| Luar Kota [ Lebih Dari 8 Diklat
Jam

1 |Aceh OH | Rp 288.000 | Rp 112.000 [ Rp 88.000
2 |Sumatra Utara OH | Rp 296.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
3 |Riau OH | Rp 296.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
4 |Kepulauan Riau OH | Rp 296.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
5 |Jambi OH | Rp 296.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
6 |Sumatra Barat OH | Rp 304.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
7 |Sumatra Selatan OH | Rp 304.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
8 |Lampung OH | Rp 304.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
9 |Bengkulu OH | Rp 304.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
10 |Bangka Belitung OH | Rp 328.000 [ Rp 128.000 | Rp 96.000
11 |Banten OH | Rp 296.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
12 [Jawa Barat OH | Rp 344.000 | Rp 136.000 | Rp 104.000
13 |DKI Jakarta OH | Rp 424.000 | Rp 168.000 | Rp 128.000
14 |Jawa Tengah OH | Rp 296.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
15 |DI Yogyakarta OH | Rp 336.000 | Rp 136.000 | Rp 104.000
16 [Jawa Timur OH | Rp 328.000 | Rp 128.000 [ Rp 96.000
17 |Bali OH | Rp 384.000 | Rp 152.000 | Rp 112.000
18 |Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 352.000 [ Rp 144.000 | Rp 104.000
19 [Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 344.000 [ Rp 136.000 | Rp 104.000
20 |Kalimantan Barat OH | Rp 304.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
21 [Kalimantan Tengah OH | Rp 288.000 [ Rp 112.000 [ Rp 88.000
22 |Kalimantan Selatan OH | Rp 304.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
23 |Kalimantan Timur OH | Rp 344.000 [ Rp 136.000 | Rp 104.000
24 |Kalimantan Utara OH | Rp 344.000 [ Rp 136.000 | Rp 104.000
25 |Sulawesi Utara OH [ Rp 296.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
26 |Gorontalo OH | Rp 296.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
27 |Sulawesi Barat OH [ Rp 328.000 | Rp 128.000 | Rp 96.000
28 |Sulawesi Selatan OH | Rp 344.000 [ Rp 136.000 | Rp 104.000
29 |Sulawesi Tengah OH [ Rp 296.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
30 |Sulawesi Tenggara OH | Rp 304.000 [ Rp 120.000 | Rp 88.000
31 |Maluku OH [ Rp 304.000 | Rp 120.000 | Rp 88.000
32 [Maluku Utara OH | Rp 344.000 | Rp 136.000 | Rp 104.000
33 |Papua OH [ Rp 464.000 | Rp 184.000 | Rp 136.000
34 |Papua Barat OH | Rp 384.000 [ Rp 152.000 | Rp 112.000




UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI PENGEMUDI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Dalam Kota
No Provinsi Satuan| Luar Kota | Lebih Dari 8 Diklat
Jam

1 |Aceh OH | Rp 252.000 [ Rp 98.000 [ Rp 77.000
2 [Sumatra Utara OH | Rp 259.000 | Rp 105.000 [ Rp 77.000
3 |Riau OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
4 |Kepulauan Riau OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
5 |Jambi OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
6 [Sumatra Barat OH | Rp 266.000 | Rp 105.000 [ Rp 77.000
7 |Sumatra Selatan OH [ Rp 266.000 | Rp 105.000 | Rp 77.000
8 |Lampung OH | Rp 266.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
9 |Bengkulu OH | Rp 266.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
10 |Bangka Belitung OH | Rp 287.000 [ Rp 112.000 [ Rp 84.000
11 |Banten OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
12 |Jawa Barat OH | Rp 301.000 [ Rp 119.000 [ Rp 91.000
13 |DKI Jakarta OH | Rp 371.000 [ Rp 147.000 [ Rp 112.000
14 |Jawa Tengah OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
15 |DI Yogyakarta OH | Rp 294.000 [ Rp 119.000 [ Rp 91.000
16 |Jawa Timur OH | Rp 287.000 [ Rp 112.000 [ Rp 84.000
17 |Bali OH | Rp 336.000 [ Rp 133.000 [ Rp 98.000
18 [Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 308.000 | Rp 126.000 [ Rp 91.000
19 [Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 301.000 [ Rp 119.000 | Rp 91.000
20 |Kalimantan Barat OH | Rp 266.000 | Rp 105.000 [ Rp 77.000
21 |Kalimantan Tengah OH | Rp 252.000 [ Rp 98.000 [ Rp 77.000
22 |Kalimantan Selatan OH [ Rp 266.000 | Rp 105.000 [ Rp 77.000
23 |Kalimantan Timur OH [ Rp 301.000 | Rp 119.000 | Rp 91.000
24 |Kalimantan Utara OH | Rp 301.000 | Rp 119.000 [ Rp 91.000
25 |Sulawesi Utara OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
26 |Gorontalo OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
27 |Sulawesi Barat OH | Rp 287.000 [ Rp 112.000 [ Rp 84.000
28 |Sulawesi Selatan OH | Rp 301.000 [ Rp 119.000 [ Rp 91.000
29 |Sulawesi Tengah OH | Rp 259.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
30 |Sulawesi Tenggara OH | Rp 266.000 | Rp 105.000 [ Rp 77.000
31 |Maluku OH | Rp 266.000 [ Rp 105.000 [ Rp 77.000
32 |Maluku Utara OH | Rp 301.000 [ Rp 119.000 [ Rp 91.000
33 |Papua OH | Rp 406.000 [ Rp 161.000 [ Rp 119.000
34 |Papua Barat OH | Rp 336.000 [ Rp 133.000 [ Rp 98.000




UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Dalam Kota
No Provinsi Satuan| Luar Kota | Lebih Dari 8 Diklat
Jam

1 |Aceh OH [ Rp 180.000 | Rp 70.000 [ Rp 55.000
2 [Sumatra Utara OH | Rp 185.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
3 |Riau OH [ Rp 185.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
4 |Kepulauan Riau OH | Rp 185.000 [ Rp 75.000 [ Rp 55.000
5 |Jambi OH [ Rp 185.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
6 [Sumatra Barat OH | Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
7 |Sumatra Selatan OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 | Rp 55.000
8 |Lampung OH | Rp 190.000 [ Rp 75.000 [ Rp 55.000
9 |Bengkulu OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
10 |Bangka Belitung OH [ Rp 205.000 | Rp 80.000 [ Rp 60.000
11 |Banten OH [ Rp 185.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
12 |Jawa Barat OH | Rp 215.000 [ Rp 85.000 [ Rp 65.000
13 |DKI Jakarta OH [ Rp 265.000 | Rp 105.000 [ Rp 80.000
14 |Jawa Tengah OH | Rp 185.000 [ Rp 75.000 [ Rp 55.000
15 |DI Yogyakarta OH [ Rp 210.000 | Rp 85.000 [ Rp 65.000
16 |Jawa Timur OH | Rp 205.000 [ Rp 80.000 [ Rp 60.000
17 |Bali OH [ Rp 240.000 | Rp 95.000 [ Rp 70.000
18 [Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 220.000 | Rp 90.000 [ Rp 65.000
19 |Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 215.000 [ Rp 85.000 [ Rp 65.000
20 |Kalimantan Barat OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
21 |Kalimantan Tengah OH | Rp 180.000 [ Rp 70.000 [ Rp 55.000
22 |Kalimantan Selatan OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
23 |Kalimantan Timur OH [ Rp 215.000 | Rp 85.000 | Rp 65.000
24 |Kalimantan Utara OH [ Rp 215.000 | Rp 85.000 [ Rp 65.000
25 |Sulawesi Utara OH [ Rp 185.000 | Rp 75.000 | Rp 55.000
26 |Gorontalo OH | Rp 185.000 [ Rp 75.000 [ Rp 55.000
27 |Sulawesi Barat OH [ Rp 205.000 | Rp 80.000 [ Rp 60.000
28 |Sulawesi Selatan OH [ Rp 215.000 | Rp 85.000 [ Rp 65.000
29 |Sulawesi Tengah OH [ Rp 185.000 | Rp 75.000 | Rp 55.000
30 |Sulawesi Tenggara OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
31 |Maluku OH [ Rp 190.000 | Rp 75.000 [ Rp 55.000
32 |Maluku Utara OH | Rp 215.000 [ Rp 85.000 [ Rp 65.000
33 |Papua OH [ Rp 290.000 | Rp 115.000 [ Rp 85.000
34 |Papua Barat OH | Rp 240.000 [ Rp 95.000 [ Rp 70.000




BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Pejabat Pejabat Negara Pejabat Eselon I};e;;z?:
No Provinsi Satuan| Negara/Pejabat [Lainnya/Pejabat Golongan /I
11I/Golongan IV| IV/Golongan
Eselon I Eselon II I
1 |Aceh OH | Rp 4.420.000 | Rp 3.526.000 | Rp 1.294.000 [ Rp 556.000 [ Rp 556.000
2 |Sumatra Utara OH | Rp 4.960.000 | Rp 1.518.000 | Rp 1.100.000 [ Rp 530.000 [ Rp 530.000
3 |Riau OH | Rp 3.820.000 | Rp 3.119.000 | Rp 1.650.000 [ Rp 852.000 [ Rp 852.000
4 |Kepulauan Riau OH | Rp 4.275.000 | Rp 1.854.000 [ Rp 1.037.000 | Rp 792.000 | Rp 792.000
5 |Jambi OH | Rp 4.000.000 | Rp 3.337.000 | Rp 1.212.000 [ Rp 520.000 [ Rp 520.000
6 |Sumatra Barat OH | Rp 5.236.000 | Rp 3.332.000 [ Rp 1.353.000 | Rp 650.000 | Rp 650.000
7 |Sumatra Selatan OH | Rp 5.850.000 | Rp 3.083.000 | Rp 1.571.000 [ Rp 861.000 [ Rp 861.000
8 |Lampung OH | Rp 4.491.000 | Rp 2.067.000 | Rp 1.140.000 [ Rp 400.000 [ Rp 400.000
9 |Bengkulu OH | Rp 2.071.000 | Rp 1.628.000 | Rp 1.546.000 [ Rp 572.000 [ Rp 572.000
10 [Bangka Belitung OH | Rp 3.827.000 | Rp 2.838.000 | Rp 1.957.000 | Rp 622.000 [ Rp 622.000
11 |Banten OH | Rp 5.725.000 | Rp 2.373.000 | Rp 1.000.000 [ Rp 718.000 [ Rp 718.000
12 [Jawa Barat OH | Rp 5.381.000 | Rp 2.755.000 | Rp 1.006.000 [ Rp 570.000 [ Rp 570.000
13 |DKI Jakarta OH | Rp 8.720.000 | Rp 1.490.000 | Rp  992.000 [ Rp 610.000 [ Rp 610.000
14 [Jawa Tengah OH | Rp 4.242.000 | Rp 1.480.000 | Rp  954.000 | Rp 486.000 [ Rp 486.000
15 |DI Yogyakarta OH | Rp 5.017.000 | Rp 2.695.000 | Rp 1.384.000 [ Rp 845.000 [ Rp 845.000
16 [Jawa Timur OH | Rp 4.400.000 | Rp 1.605.000 | Rp 1.076.000 [ Rp 664.000 [ Rp 664.000
17 |Bali OH | Rp 4.890.000 | Rp 1.946.000 | Rp  990.000 [ Rp 910.000 [ Rp 910.000
18 |Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 3.500.000 | Rp 2.648.000 | Rp 1.418.000 [ Rp 580.000 | Rp 580.000
19 [Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 3.000.000 | Rp 1.493.000 | Rp 1.355.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000
20 |Kalimantan Barat OH [ Rp 2.654.000 | Rp 1.538.000 [ Rp 1.125.000 | Rp 538.000 | Rp 538.000
21 |Kalimantan Tengah OH | Rp 4.901.000 | Rp 3.391.000 | Rp 1.160.000 [ Rp 659.000 [ Rp 659.000
22 |Kalimantan Selatan OH | Rp 4.797.000 | Rp 3.316.000 | Rp 1.500.000 | Rp 540.000 | Rp 540.000
23 |Kalimantan Timur OH | Rp 4.000.000 | Rp 2.188.000 | Rp 1.507.000 [ Rp 804.000 [ Rp 804.000
24 |Kalimantan Utara OH | Rp 4.000.000 | Rp 2.188.000 [ Rp 1.507.000 | Rp 804.000 | Rp 804.000
25 |Sulawesi Utara OH | Rp 4.919.000 | Rp 2.290.000 | Rp  924.000 [ Rp 782.000 [ Rp 782.000
26 [Gorontalo OH | Rp 4.168.000 | Rp 2.549.000 | Rp 1.431.000 [ Rp 764.000 | Rp 764.000
27 |Sulawesi Barat OH | Rp 4.076.000 | Rp 2.581.000 | Rp 1.075.000 [ Rp 704.000 [ Rp 704.000
28 |Sulawesi Selatan OH | Rp 4.820.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.020.000 | Rp 665.000 | Rp 665.000
29 |Sulawesi Tengah OH | Rp 2.309.000 | Rp 2.027.000 | Rp 1.567.000 [ Rp 951.000 [ Rp 951.000
30 [Sulawesi Tenggara OH | Rp 2.475.000 | Rp 2.059.000 [ Rp 1.297.000 | Rp 786.000 | Rp 786.000
31 [Maluku OH | Rp 3.467.000 | Rp 3.240.000 | Rp 1.048.000 [ Rp 667.000 [ Rp 667.000
32 [Maluku Utara OH | Rp 3.440.000 | Rp 3.175.000 | Rp 1.073.000 | Rp 480.000 [ Rp 480.000
33 |Papua OH | Rp 3.859.000 | Rp 3.318.000 | Rp 2.521.000 [ Rp 829.000 [ Rp 829.000
34 |Papua Barat OH | Rp 3.872.000 | Rp 3.212.000 | Rp 2.056.000 [ Rp 600.000 [ Rp 600.000




BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PENGEMUDI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan | Non PNS (Kontrak)
1 |Aceh OH Rp 389.200
2 [Sumatra Utara OH Rp 371.000
3 |Riau OH Rp 596.400
4 [Kepulauan Riau OH Rp 554.400
5 |Jambi OH Rp 364.000
6 [Sumatra Barat OH Rp 455.000
7 |Sumatra Selatan OH Rp 602.700
8 |Lampung OH Rp 280.000
9 |Bengkulu OH Rp 400.400
10 |Bangka Belitung OH Rp 435.400
11 |Banten OH Rp 502.600
12 [Jawa Barat OH Rp 399.000
13 |DKI Jakarta OH Rp 427.000
14 |Jawa Tengah OH Rp 340.200
15 |DI Yogyakarta OH Rp 591.500
16 |Jawa Timur OH Rp 464.800
17 |Bali OH Rp 637.000
18 [Nusa Tenggara Barat OH Rp 406.000
19 [Nusa Tenggara Timur OH Rp 385.000

20 |Kalimantan Barat OH Rp 376.600

21 |Kalimantan Tengah OH Rp 461.300

22 |Kalimantan Selatan OH Rp 378.000

23 |Kalimantan Timur OH Rp 562.800

24 |Kalimantan Utara OH Rp 562.800

25 |Sulawesi Utara OH Rp 547.400

26 |Gorontalo OH Rp 534.800

27 |Sulawesi Barat OH Rp 492.800

28 |Sulawesi Selatan OH Rp 465.500

29 |Sulawesi Tengah OH Rp 665.700

30 |Sulawesi Tenggara OH Rp 550.200

31 |[Maluku OH Rp 466.900

32 |Maluku Utara OH Rp 336.000

33 |Papua OH Rp 580.300

34 |Papua Barat OH Rp 420.000




BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI TENAGA KONTRAK
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan | Non PNS (Kontrak)
1 |Aceh OH Rp 444.800
2 [Sumatra Utara OH Rp 424.000
3 |Riau OH Rp 681.600
4 [Kepulauan Riau OH Rp 633.600
5 |Jambi OH Rp 416.000
6 [Sumatra Barat OH Rp 520.000
7 |Sumatra Selatan OH Rp 688.800
8 |Lampung OH Rp 320.000
9 |Bengkulu OH Rp 457.600
10 |Bangka Belitung OH Rp 497.600
11 |Banten OH Rp 574.400
12 [Jawa Barat OH Rp 456.000
13 |DKI Jakarta OH Rp 488.000
14 |Jawa Tengah OH Rp 388.800
15 |DI Yogyakarta OH Rp 676.000
16 |Jawa Timur OH Rp 531.200
17 |Bali OH Rp 728.000
18 [Nusa Tenggara Barat OH Rp 464.000
19 [Nusa Tenggara Timur OH Rp 440.000

20 |Kalimantan Barat OH Rp 430.400

21 |Kalimantan Tengah OH Rp 527.200

22 |Kalimantan Selatan OH Rp 432.000

23 |Kalimantan Timur OH Rp 643.200

24 |Kalimantan Utara OH Rp 643.200

25 |Sulawesi Utara OH Rp 625.600

26 |Gorontalo OH Rp 611.200

27 |Sulawesi Barat OH Rp 563.200

28 |Sulawesi Selatan OH Rp 532.000

29 |Sulawesi Tengah OH Rp 760.800

30 |Sulawesi Tenggara OH Rp 628.800

31 |[Maluku OH Rp 533.600

32 |Maluku Utara OH Rp 384.000

33 |Papua OH Rp 663.200

34 |Papua Barat OH Rp 480.000




BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan | Mahasiswa
1 |Aceh OH | Rp 278.000
2 [Sumatra Utara OH | Rp 265.000
3 |Riau OH | Rp 426.000
4 |[Kepulauan Riau OH |[Rp 396.000
5 |[Jambi OH | Rp 260.000
6 [Sumatra Barat OH | Rp 325.000
7 |Sumatra Selatan OH | Rp 430.500
8 |Lampung OH | Rp 200.000
9 |Bengkulu OH | Rp 286.000
10 |Bangka Belitung OH |[Rp 311.000
11 |Banten OH |[Rp 359.000
12 [Jawa Barat OH | Rp 285.000
13 |DKI Jakarta OH [ Rp 305.000
14 |Jawa Tengah OH | Rp 243.000
15 |DI Yogyakarta OH | Rp 422.500
16 |Jawa Timur OH | Rp 332.000
17 |Bali OH | Rp 455.000

18 [Nusa Tenggara Barat OH | Rp 290.000
19 [Nusa Tenggara Timur| OH [ Rp 275.000
20 |Kalimantan Barat OH |[Rp 269.000
21 |Kalimantan Tengah OH | Rp 329.500
22 |Kalimantan Selatan OH [ Rp 270.000

23 |Kalimantan Timur OH [ Rp 402.000
24 |Kalimantan Utara OH [ Rp 402.000
25 |Sulawesi Utara OH |[Rp 391.000
26 |Gorontalo OH |[Rp 382.000
27 |Sulawesi Barat OH |[Rp 352.000
28 |Sulawesi Selatan OH |[Rp 332.500
29 |Sulawesi Tengah OH |Rp 475.500
30 |Sulawesi Tenggara OH |[Rp 393.000
31 |[Maluku OH | Rp 333.500
32 [Maluku Utara OH | Rp 240.000
33 |Papua OH |[Rp 414.500

34 |Papua Barat OH | Rp 300.000




BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan PNS

1 |Aceh Orang/Kali | Rp 123.000
2 [Sumatera Utara Orang/Kali | Rp 232.000
3 |Riau Orang/Kali | Rp 94.000
4 [Kepulauan Riau Orang/Kali | Rp 137.000
5 |Jambi Orang/Kali | Rp 147.000
6 |Sumatera Barat Orang/Kali | Rp 190.000
7 |Sumatera Selatan Orang/Kali [ Rp 128.000
8 |Lampung Orang/Kali | Rp 167.000
9 |Bengkulu Orang/Kali | Rp 109.000
10 |Bangka Belitung Orang/Kali | Rp 90.000
11 |Banten Orang/Kali | Rp 446.000
12 |Jawa Barat Orang/Kali | Rp 166.000
13 |D.K.I. Jakarta Orang/Kali | Rp 256.000
14 |Jawa Tengah Orang/Kali | Rp 75.000
15 [D.I. Yogyakarta Orang/Kali [ Rp 118.000
16 |Jawa Timur Orang/Kali | Rp 194.000
17 |Bali Orang/Kali | Rp 159.000
18 |Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | Rp 231.000
19 [Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | Rp 108.000
20 |Kalimantan Barat Orang/Kali | Rp 135.000
21 [Kalimantan Tengah Orang/Kali [ Rp 111.000
22 |Kalimantan Selatan Orang/Kali | Rp 150.000
23 [Kalimantan Timur Orang/Kali | Rp 450.000
24 |Kalimantan Utara Orang/Kali | Rp 102.000
25 |Sulawesi Utara Orang/Kali | Rp 138.000
26 |Gorontalo Orang/Kali | Rp 240.000
27 [Sulawesi Barat Orang/Kali [ Rp 313.000
28 |Sulawesi Selatan Orang/Kali | Rp 145.000
29 [Sulawesi Tengah Orang/Kali [ Rp 165.000
30 |Sulawesi Tenggara Orang/Kali | Rp 171.000
31 [Maluku Orang/Kali | Rp 240.000
32 |Maluku Utara Orang/Kali | Rp 215.000
33 |Papua Orang/Kali | Rp 431.000
34 |Papua Barat Orang/Kali | Rp 182.000




JIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGER
BAGI PEGAWAI KONTRAK
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan g(oc?n?:ks)
1 [Aceh Orang/Kali | Rp 98.400
2 |Sumatra Utara Orang/Kali [ Rp 185.600
3 |Riau Orang/Kali | Rp 75.200
4 |Kepulauan Riau Orang/Kali [ Rp 109.600
5 |Jambi Orang/Kali | Rp 117.600
6 |Sumatra Barat Orang/Kali [ Rp 152.000
7 |Sumatra Selatan Orang/Kali | Rp 102.400
8 |Lampung Orang/Kali [ Rp 133.600
9 |Bengkulu Orang/Kali | Rp 87.200
10 [Bangka Belitung Orang/Kali [ Rp 72.000
11 |Banten Orang/Kali | Rp 356.800
12 |Jawa Barat Orang/Kali [ Rp 132.800
13 |DKI Jakarta Orang/Kali | Rp 204.800
14 [Jawa Tengah Orang/Kali [ Rp 60.000
15 |DI Yogyakarta Orang/Kali | Rp 94.400
16 [Jawa Timur Orang/Kali [ Rp 155.200
17 |Bali Orang/Kali | Rp 127.200
18 [Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | Rp 184.800
19 |Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | Rp 86.400
20 [Kalimantan Barat Orang/Kali [ Rp 108.000
21 |Kalimantan Tengah Orang/Kali | Rp 88.800
22 [Kalimantan Selatan Orang/Kali [ Rp 120.000
23 |Kalimantan Timur Orang/Kali | Rp 360.000
24 [Kalimantan Utara Orang/Kali [ Rp 81.600
25 |Sulawesi Utara Orang/Kali | Rp 110.400
26 |Gorontalo Orang/Kali [ Rp 192.000
27 |Sulawesi Barat Orang/Kali | Rp 250.400
28 [Sulawesi Selatan Orang/Kali [ Rp 116.000
29 |Sulawesi Tengah Orang/Kali | Rp 132.000
30 [Sulawesi Tenggara Orang/Kali [ Rp 136.800
31 |Maluku Orang/Kali | Rp 192.000
32 [Maluku Utara Orang/Kali [ Rp 172.000
33 |Papua Orang/Kali | Rp 344.800
34 [Papua Barat Orang/Kali [ Rp 145.600




JIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGER
BAGI MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

No Provinsi Satuan Mahasiswa
1 |Aceh Orang/Kali | Rp 73.800
2 [Sumatra Utara Orang/Kali | Rp 139.200
3 |Riau Orang/Kali | Rp 56.400
4 [Kepulauan Riau Orang/Kali | Rp 82.200
5 |Jambi Orang/Kali | Rp 88.200
6 |Sumatra Barat Orang/Kali | Rp 114.000
7 |Sumatra Selatan Orang/Kali [ Rp 76.800
8 |Lampung Orang/Kali | Rp 100.200
9 |Bengkulu Orang/Kali | Rp 65.400
10 |Bangka Belitung Orang/Kali | Rp 54.000
11 |Banten Orang/Kali | Rp 267.600
12 |Jawa Barat Orang/Kali | Rp 99.600
13 [DKI Jakarta Orang/Kali [ Rp 153.600
14 |Jawa Tengah Orang/Kali | Rp 45.000
15 |DI Yogyakarta Orang/Kali | Rp 70.800
16 |Jawa Timur Orang/Kali | Rp 116.400
17 |Bali Orang/Kali | Rp 95.400
18 |Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | Rp 138.600
19 [Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | Rp 64.800
20 |Kalimantan Barat Orang/Kali | Rp 81.000
21 [Kalimantan Tengah Orang/Kali [ Rp 66.600
22 |Kalimantan Selatan Orang/Kali | Rp 90.000
23 [Kalimantan Timur Orang/Kali [ Rp 270.000
24 |Kalimantan Utara Orang/Kali | Rp 61.200
25 |Sulawesi Utara Orang/Kali | Rp 82.800
26 |Gorontalo Orang/Kali | Rp 144.000
27 [Sulawesi Barat Orang/Kali [ Rp 187.800
28 |Sulawesi Selatan Orang/Kali | Rp 87.000
29 |Sulawesi Tengah Orang/Kali | Rp 99.000
30 |Sulawesi Tenggara Orang/Kali | Rp 102.600
31 [Maluku Orang/Kali | Rp 144.000
32 |Maluku Utara Orang/Kali | Rp 129.000
33 [Papua Orang/Kali | Rp 258.600
34 |Papua Barat Orang/Kali | Rp 109.200
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TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR

NEGERI

A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar 1
Kementerian Negara/Lembaga Lembar Ke
..................................... (1) Sheet No ()
Kode No
Ministry/Institution Code No.  ociiiiiiiiiiiinn. 3)
Nomor
Number 4)
SURAT PERJALANAN DINAS
LETTER OF OFFICIAL TRAVEL
1 Pejabat Pembuat Komitmen e %)
Autrhorizing Officer
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalan dinas | .....oooiiiiiiiii e 6)
Name/Employee Register Number Of The assigned Officer
3 a. Pangkat dan Golongan PSPPIt @)
Official Rank
b. Jabatan/Instansi D ®)
Position/Institution
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas G et )
Level Of Official Trvel Expense
4 Maksud Perjalanan Dinas e (10)
Purpose Of Trevel
5 Alat angkutan yang digunakan e (11)
Mode Of Transaction
6 a. Tempat Berangkat PPNt (12)
Point Of Departure
b. Tempat Tujuan B (13)
Point Of Destination
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas PNt (14)
Duration Of Official Trevel
b. Tanggal Berangkat D (15)
Date Of Departure
c. Tanggal Harus Kembali/tiba ditempat baru G et e (16)
End of assignment date/start of assignment date
8 Pengikut  : Nama Tanggal Lahir Keterangan
Companion _ : Name Date Of Birth Note
Lo an | ) (19)
2.
9 | Pembebanan anggaran
Budget Allocation
o Instansi / Institution TP (20)
(21)
b. Akun/ Code Of Account
10 | Keterangan lain — lain / Additional Note =~ | oo (22)
*) Coret Yang Tidak Perlu/Cross if not applicable Dikerluarkan di ...........ccooviiiiiiiii (23)
Place Of Issuance
Tanggal (24)
Date
Pejabat Pembuat Komitmen
Authorizing Officer
............................................................. 25)
NIP.




Lembar I1

I Tibadi (26) | II. Berangkat Dari @ .........ccoevviiiiiiiniiinnineniiiennnn, (30)
Arrival at Departure From
Pada Tanggal @ ... 27) Ke 31
Date To
Kepala Kantor *) @.........oooiiiiiii (28) Pada Tanggal ... (32)
Head Of Office *) Date
Kepala Kantor *) t......coooiiiiiiiiiiiien (33)
Head Of Office *)
............................................................... 29) e (34)
(e ) (e )
NIP NIP
IL Tibadi e, (26) |IV.Berangkat Dari @ ..........cocoiiiiiiiiiiiiiii (30)
Arrival at Departure From
Pada Tanggal @ .....ocoiiiiiiii 27) Ke (€20
Date To
Kepala Kantor *) :......cooooiiiiiiiiiiieeen (28) Pada Tanggal :.......ccooiiiiiiiiii (32)
Head Of Office *) Date
Kepala Kantor *) t........ooooiiiiiiieee (33)
Head Of Office *)
................................................................. 29) e n(34)
PP ) (et )
NIP NIP
V. Tibadi e (26) |VI. Berangkat Dari :......c.c.oooviiiiiiiiiiiiiii (30)
Arrival at Departure From
Pada Tanggal @ ... 27) Ke 31
Date To
Kepala Kantor *) @.........oooiiiiiiin (28) Pada Tanggal  :.......c.coiiiiiii (32)
Head Of Office *) Date
Kepala Kantor *) t......ooooiiiiiiiiii e (33)
Head Of Office *)
................................................................. 29) e (34)
(e ) (et )
NIP NIP.
IVII. Tiba di Tempat Kedudukan :............................ (35) | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
Arrival at Departure Point .
Pada Tanggal (36) tersebut atas perintahnya d.ansemata-mata  unruk
Date kepentingan jabat.an dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
ig;te:ﬂtj}izmboljl%tcle(romltmen e (37 Pejabat Pembuat Komitmen -.............. (37)
g Authorixing Officer
.............................................................. (38)
................................................................. 38
(38) PP )
OO PP ) NIP
NIP
Keterangan/note:

*) Hanya u.ntuk kebutuban administrasi, jika Kepala Kantor tidak ada di tempat, dapat
ditandatangani oleh pegawai atau petugas yang berada di tempat.
1t is only for administrative purpose, if the Head of Office is not available, can be signed by

available officer.




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar I:

1. | Diisi nama Kernenterian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas.

2. | Diisi nomor lembar SPD

3. | Diisi Kode nomor SPD

4 | Diisi Nomor SPD

5. | Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat
lebih dari 1(satu) PPK

6. | Diisi nama/NIP pegawal yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD) .

7. | Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.

8. | Diisi jabatan/instansi Pelaksana SPD.

9. | Diisi tingkat biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD.

10. | Diisi maksud dari dilaksanakannya Perjalanan Dinas

11. | Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan.

12. | Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD

13. | Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

14. | Diisi lama waktu dilaksanakannya Perjalanan Dinas dengan satuan hari.

15. | Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

16. | Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan
dinas pindah.

17. | Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas,
khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.

18. | Diisi dengan tanggal lahir pengikut/yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan Perjalanan
Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.

19. | Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.

20. | Diisi nama satker yang dibebani biaya Perjalanan Dinas.

21. | Diisi kegiatan, output dan akun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibebani.

22. | Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.

23. | Diisi ternpat penandatanganan SPD.

24. | Diisi tanggal penandatanganan SPD.

25. | Diisi nama dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu yang menandatangani SPD.

26. | Diisi nama ternpat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau ternpat tujuan perjalanan Dinas berikutnya

27. | Diisi tanggal tiba di ternpat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.

28. | Diisi nama jabatan penandatangan SPD di ternpat tujuan dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas
berikutnya.




Dalam hal Kepala Kantor atau pimpinan di tempat tujuan tidak berada di ternpat, maka penandatanganan.

SPD dapat dilakukan oleh pegawai atau petugas yang berada di tempat tujuan tersebut.

29.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP penandatangan SPD di tempat tujuan dan/atau ternpat tujuan

Perjalanan Dinas berikutnya.

30.

Diisi nama ternpat tujuan Perjalanan Dinas untuk melanjutkan perjalanan Dinas dan/atau kembali

ke ternpat kedudukan.

31. | Diisi nama ternpat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya dan/atau kembali ke tempat kedudukan.

32. | Diisi tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas kembali ke tempat kedudukan berikutnya dan/atau
kembali ketempat kedudukan

33. | Diisi nama jabatan penandatangan SPD di lokasi tempat tujuan perjalanan Dinas.
Dalam hal Kepala Kantor atau pimpinan di tempat tujuan tidak berada di tempat, maka penandatanganan
SPD dapat dilakukan oleh pegawai atau petugas yang berada di tempat tujuan tersebut.

34. | Diisi tanda tangan, nama, NIP pen8ndatangan SPD di tempat tujuan Perjalanan Dinas

35. | Diisi nama tempat kedudukan Pelaksana SPD.

36. | Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan Pelaksana SPD.

37. | Diisi PPK/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.

38. | Diisi tanda tangan, nama, dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat

lebih dari 1 (satu) PPK.




B. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal
No | Perincian Biaya

1.
2
3
4.
5
Jumlah

Terbilang

Telah Dibayar Sejumlah

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Jumlah Keterangan

Rp.

............. , Tanggal, Bulan, Tahun

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar

Ditetapkan Sejumlah
Yang Telah Dibayar Semula
Sisa Kurang/Lebih

Pejabat Pembuat Komitmen



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOPSURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS........ccvoveen... (1)
NOMOR.......ocoomrrcerines e (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T ettt et eeeae e eea e aaaeeaas 3)

Jabatan Pt (5)

Unit Organisasi Pt (6)

Kementerian Negara/Lembaga ©.........c.oiuiiiiiiiitiitiiii ittt e e e (7)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas ....................... ®)
berdasarkan.................. (9) Nomor: .......cceeeene (10) tanggal..................... (11)atas nama:

Nama e e e (12)

NIP e (13)

Jabatan T e e e et ettt ettt eearaaans (14)

Unit Organisasi T ettt (15)

Kementerian Negara/Lembaga ©.........c.ooiiriiiiitiiii i (16)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ...
................................................................................................. () I

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas............................. (18)

tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat

pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

............ RN @ L) |
Yang membuat pernyataan ,
Materai

Rp. 6000,-



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PERJALANAN

DINAS

1. | Diisi sesuai jenis Perjalanan Dinas, Jabatan atau Pindah

2. | Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas

3. | Diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang
ditunjuk

4. | Diisi NIP pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat
yang ditunjuk

5. | Diisi jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang
ditunjuk

6. | Diisi nama unit organisasi pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau
pejabat yang ditunjuk

7. | Diisi nama  Kementerian Negara/Lembaga dari pejabat yang menerbitkan Surat
Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk

8. | Diisi Jabatan atau Dinas

9. | Diisi tanggal Surat Tugas atas surat keputusan pindah

10. | Diisi nomor surat tugas atas surat keputusan pindah

11. | Diisi tanggal surat tugas atas surat keputusan pindah

12. | Diisi nama Pelaksana SPD

13. | Diisi NIP Pelaksana SPD

14. | Diisi jabatan Pelaksana SPD

15. | Diisi nama unit organisasi Pelaksana SPD

16. | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD

17. | Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas

18. | Diisi ternpat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani pernyataan

19. | Diisi Jabatan atau Dinas

20. | Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan Surat

Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk




D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
KOPSURAT

SURATPERNYATAANPEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS. ... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T ettt et eee e eeaeeiaeanaeaaas 2)
NIP e 3)
Jabatan T ettt et e e eeaeeaeaaaeaaas 4)
Satker T ettt ettt eareeaaeeaaeaaas %)
Kementerian Negara/Lembaga ©.........c.oiuiiriiiiiiiiii it e (6)
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas  ..occoceiiei (7
berdasarkan................ (8) Nomor......... (9) tanggal............. (10) dan SPD Nomor.......... (11)
tanggal............... (12) atas narna:

Nama e et (13)
NIP e (14)
Jabatan e e (15)
Satker e e ettt ettt et et (16)
Kementerian Negara/ Lembaga ©.........c.ooiiiiiiiiiiiii e e a7
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas................. (18)
NOmMOr ....ovvviiiiiiiiines (19) tanggal .......coovevvvevreerreennns (20)

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya pembatalan yang telah terlanjur dibayarkan atas
beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) tidak dapat dikembalikan/refund
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..........(...........)(21), sehingga dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOmMOr :........c.cooviiiiiiiiiiiiiiiiein., (22) tanggal. ........... (23)
Satker ........ccoevviiiiinn. .. (24).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat

pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-




PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

1. | Diisi sesuai jenis Perjalanan Dinas, Jabatan atau Pindah

2. | Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

3. | Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

4. | Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

5. | Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

6 | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan
Dinas

7. | Diisi Jabatan atau Pindah

8. | Diisi Surat Tugas atau surat keputusan pindah

9. | Diisi nomor Surat Tugas atau surat keputusan pindah

10. | Diisi tanggal Surat Tugas atau surat keputusan pindah

11. | Diisi nomor SPD

12. | Diisi tanggal SPD

13. | Diisi nama Pelaksana SPD

14. | Diisi NIP Pelaksana SPD

15. | Diisi jabatan Pelaksana SPD

16. | Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

17. | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan
Dinas

18. | Diisi Jabatan atau Pindah

19. | Diisi nomor surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

20. | Diisi tanggal surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

21. | Diisi dengan jumlah angka dan huruf biaya pembatalan yang tidak dapat dikembalikan/refund
sebagian/seluruhnya

22. | Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang dibebani biaya
Perjalanan Dinas

23. | Diisi tanggal DIPA satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

24. | Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

25. | Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan

26. | Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas




E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARA.N RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama e e et
NIP e
Jabatan e
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.................... tanggal.................. ,
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti

pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk. Pelaksanaan Perjalanan

Dinas dimaksudk dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia

untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui : , Tanggal, Bulan, Tahun

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Perjalanan Dinas,



Sudah Terima Dari :

Jumlah Uang

Terbilang

Untuk Pembayaran :

Tahun Anggaran
Nomor Bukti
MAK

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Pimpinan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang

Malang,

Yang menerima

FRM.BAU.05.08.01
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Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan) :
Ke :
Pada tanggal

Il. Tibadi : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal
. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal
IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal
V. Tibadi Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan

Pada tanggal :

tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat -
singkatnya.

VI. Catatan lain-lain

VIl. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
berangkat / tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

FRM.BAU.05.15.00

hp




LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-/PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
AN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI ; ;?
POLITEKNIK NEGERI MALANG @ ulh
Jalan Soekarno Hatta 9 PO. Box 04 Malang - 65141 b 'M
Telp. (0341) 404424 - 404425 Fax. (0341) 404420 http://www.polinema.ac.id e
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transport pegawai dan atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi :
NO URAIAN JUMLAH
2. Jumlah uang tersebut pada angka diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan

dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Malang,

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Pejabat Pembuat Komitmen Yang melakukan perjalanan dinas,



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No. 9 PO. Box 04 Malang - 65141
Telepon (0341) 404424 - 404425 Fax. (0341) 404420
Laman : //www.polinema.ac.id

SURAT PERJALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah

2. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan

3. a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan / Instansi
c. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. Tempat berangkat
Tempat tujuan

7. Lamanya Perjalanan Dinas

Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)

8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan
1.
2.
3.

9. Pembebanan Anggaran :
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan
Pada tanggal

Politeknik Negeri Malang
a.n. Direktur

FRM.BAU.05.07.00

hp



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

Tanggal
NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
Terbilang : #NAME?
Malang,
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Rp.
Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semua
Sisa kurang/lebih

FRM.BAU.05.06.01

Pejabat Pembuat Komitmen

hp



GOLONGAN
NO NEGARA SATUAN
A B C D E F
[1] [2] (3] (4] [5] (6] (7] (8] [9]
AMERIKA UTARA
1 |Amerika Serikat OH 659 563 505 447 358 268
2 |Kanada OH 552 467 416 365 292 219
AMERIKA SELATAN
3 |Argentina OH 534 402 351 349 279 209
4 |Venezuela OH 557 388 344 343 274 206
5 |Brazil OH 436 396 378 351 281 211
6 |Chili OH 434 370 332 294 235 176
7 [Kolombia OH 466 413 405 365 292 219
8 [Peru OH 459 352 320 280 224 168
9 [Suriname OH 398 364 268 268 214 161
10 |Ekuador OH 416 355 319 283 226 170
AMERIKA TENGAH
11 [Meksiko OH 553 468 417 366 293 220
12 [Kuba OH 453 385 345 305 244 183
13 |Panama OH 418 357 320 283 226 170
EROPA BARAT
14 |Austria OH 504 453 347 317 254 190
15 [Belgia OH 538 456 406 357 286 214
16 |Perancis OH 548 464 413 381 305 229
17 |Jerman OH 485 415 368 324 259 194
18 [Belanda OH 485 416 368 324 259 194
19 [Swiss OH 636 570 444 401 321 241
EROPA UTARA
20 |Denmark OH 569 491 428 375 300 225
21 |Finlandia OH 521 442 394 346 277 208
22 |Norwegia OH 621 559 389 386 309 232
23 |Swedia OH 615 519 461 403 322 242
24 |Inggris OH 792 774 583 582 466 349
EROPA SELATAN
25 |Bosnia Herzegovina OH 456 420 334 333 266 200
26 |Kroasia OH 555 506 406 405 324 243
27 |Spanyol OH 457 413 335 296 237 178
28 |Yunani OH 427 379 327 289 231 173
29 |ltalia OH 702 637 446 427 342 256
30 |Portugal OH 425 382 308 273 218 164
31 |Serbia OH 417 375 326 288 230 173




GOLONGAN
NO NEGARA SATUAN
A B C D E F

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

EROPA TIMUR
32 [Bulgaria OH 406 367 320 284 227 170
33 [Ceko OH 618 526 447 367 294 220
34 |Hongaria OH 485 438 390 345 276 207
35 [Polandia OH 478 415 363 320 256 192
36 |Rumania OH 416 381 313 277 222 166
37 |Rusia OH 556 512 407 406 325 244
38 [Slovakia OH 437 394 341 303 242 182
39 |Ukraina OH 485 436 375 331 265 199

AFRIKA BARAT
40 [Nigeria OH 427 422 402 340 272 204
41 |Senegal OH 420 359 322 285 228 171

AFRIKA TIMUR
42 |Ethiopia OH 373 320 288 256 205 154
43 [Kenya OH 408 358 274 293 234 176
44 |Madagaskar OH 356 306 276 246 197 148
45 |Tanzania OH 388 332 299 266 213 160
46 |Zimbabwe OH 371 319 287 255 204 153
47 |Mozambik OH 399 329 265 264 211 158

AFRIKA SELATAN
48 |Namibia OH 405 334 268 251 201 151
49 |Afrika Selatan OH 427 374 317 294 235 176

AFRIKA UTARA
50 |Aljazair OH 383 328 295 286 229 172
51 |Mesir OH 471 400 358 316 253 190
52 [Maroko OH 377 323 291 259 207 155
53 |Tunisia OH 293 247 225 203 162 122
54 [Sudan OH 383 328 295 262 210 157
55 [Libya OH 308 254 189 165 132 99

ASIA BARAT
56 [Azerbaijan OH 498 459 365 364 291 218
57 [Bahrain OH 475 424 284 217 174 130
58 [lIrak OH 461 392 351 310 248 186
59 [Yordania OH 504 428 382 336 269 202
60 |Kuwait OH 581 491 437 383 306 230
61 [Libanon OH 457 389 348 307 246 184
62 [Qatar OH 506 448 349 290 232 174
63 [Arab Suriah OH 358 301 272 243 194 146
64 [Turki OH 456 364 311 276 221 166
65 |[Uni Emirat Arab OH 594 502 446 391 313 235
66 |Yaman OH 353 249 226 204 163 122
67 [Saudi Arabia OH 468 398 356 314 251 188
68 [Kesultanan Oman OH 516 437 390 343 274 206




NO NEGARA SATUAN GOLONGAN
A B C D E F
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
ASIA TIMUR
69 |Republik Rakyat Tiongkok OH 411 351 315 279 223 167
70 |Hongkong OH 601 507 451 395 316 237
71 (Jepang OH 519 428 382 336 269 202
72 [Korea Selatan OH 515 467 425 421 337 253
73 |Korea Utara OH 494 321 300 278 222 167
ASIA SELATAN
74 |Afganistan OH 385 262 238 214 171 128
75 |Bangladesh OH 339 313 243 238 190 143
76 |[India OH 422 329 327 325 260 195
78 [Pakistan OH 343 277 251 225 180 135
77 |Srilanka OH 388 332 299 266 213 160
79 |lran OH 421 332 299 266 213 160
ASIA TENGAH
80 [Uzbekistan OH 392 352 287 254 203 152
81 [Kazakhstan OH 456 420 334 333 266 200
ASIA TENGGARA
82 |Filipina OH 412 367 266 226 181 136
83 [Singapura OH 615 519 461 403 322 242
84 |Malaysia OH 394 304 274 244 195 146
85 [Thailand OH 392 330 297 264 211 158
86 [Myanmar OH 368 250 210 196 157 118
87 |Laos OH 380 277 251 225 180 135
88 |Vietnam OH 383 292 244 219 175 131
89 [Brunei Darussalam OH 374 278 252 226 181 136
90 |Kamboja OH 296 223 201 196 157 118
91 |Timor Leste OH 392 354 236 212 170 127
ASIA PASIFIK
92 |Australia OH 636 585 424 393 314 236
93 [Selandia Baru OH 545 461 411 361 289 217
94 (Kaledonia Baru OH 425 387 299 266 213 160
95 [Papua Nugini OH 520 476 429 376 301 226
96 [Fiji OH 427 365 327 289 231 173
KETERANGAN :

GOLONGAN A : Untuk Menteri, Ketua, dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar
Luar Biasa Berkuasa Penuh / Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara
termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain
yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;




GOLONGAN B : Untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C ke atas, Pejabat Eselon
|, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Utusan Khusus
Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara ;

GOLONGAN C : Untuk Pegawai Negeri Sipil golongan Ill/C sampai dengan golongan IV/B dan
Perwira Menengah TNI/POLRI ;

GOLONGAN D : Untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain yang di maksud
pada huruf B dan huruf C;

GOLONGAN E : Untuk Pegawai Kontrak dan ;

GOLONGAN F : Untuk Mahasiswa
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